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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/5/2023 tanggal 22 Mei 2023.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari
salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung
dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak
dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan
pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:
1. Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik belum sepenuhnya sesuai

ketentuan yang mengakibatkan tidak diperolehnya data omzet Wajib Pajak sebagai data
pembanding dalam rangka pengawasan Pajak Daerah dan potensi kekurangan penerimaan
minimal senilai Rp62.704.157.337,00;

2. Penyelenggaraan parkir dan reklame belum terdaftar sebagai objek pajak dan setoran
Pajak Parkir tidak berdasarkan nilai penerimaan yang mengakibatkan kehilangan potensi
penerimaan pajak senilai Rp2.196.062.790,02 dan potensi kekurangan penerimaan Pajak
Parkir senilai Rp8.656.368.824,26;

3. Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) belum dapat menjamin perhitungan pokok, denda, bunga, dan tarif
progresif yang akurat yang mengakibatkan penetapan PKB, penetapan BBNKB,
penetapan bunga atas pembayaran PKB, penetapan denda BBNKB, dan penetapan bunga
BBNKB, serta nilai pajak progresif untuk perhitungan PKB berdasarkan data dari aplikasi
PKB/BBNKB berbeda dengan kondisi riil kendaraan;
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5. Para Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan
volume senilai Rp977.819.363,87 dan atas kemahalan harga senilai
Rp335.613.918,06;

6. Para Kepala OPD terkait untuk menagih denda keterlambatan senilai
Rp22.925.850.215,26 dan menyetorkan ke kas daerah

7. Kepala Dinas Perhubungan memperhitungkan kelebihan pembebanan subsidi PSO
PT Transjakarta senilai Rp5.041.326.667,00, PT MRT Tahun 2022 senilai
Rp2.174.719.308,00 dan PT Jakpro (LRT) senilai Rp1.063.701.316,00 dalam
pembayaran subsidi PSO tahun berikutnya;

8. Kepala Dinsos untuk menginstruksikan PPK dan PPTK Bidang Linjamsos supaya
melakukan verifikasi dan validasi atas penyaluran bansos kepada penerima manfaat
yang berhak dan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menyalurkan Bansos
Pendidikan kepada yang berhak dan apabila tidak dapat tersalurkan segera
mengembalikan ke Kas Daerah;

9. Kepala BPAD untuk melakukan pencatatan berdasarkan data dukung yang akurat dan
memperoleh seluruh dokumen perjanjian pemanfaatan pada tanah HPL yang dimiliki
oleh Pemprov DKI Jakarta dan selanjutnya mengevaluasi kerjasama di atas tanah
HPL tersebut; dan

1 0. Kepala BPAD untuk merekonsiliasi data BAST yang telah dicatat pada S1ERA dan
Sipraja serta mengidentifikasi dokumen BAST yang belum diunggah pada Sipraja.

Kelemahan, ketidakpatuhan, dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam
laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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ikilan Provinsi DKI Jakarta
iggung Jawab Pemeriksaan,
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